s ——————————

—
R —

e pE——— e

Draf Skripsi

Dengan judul:

PERANAN KOPERASI KARYAWAN LISNA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PT. PLN (PERSERO)

WILAYAH SUMBAR

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
ANGGAR PUTRA
08 140 206

Jurusan : Hukum Perdata dan Kegiatan Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2004



Peranan Koperasi Karyawan Lisna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawal
PT. PLN (Persero) Wil. Sumabar
(Oleh: Anggar Putra, Bp: 98140206, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 hal, 2004)

ABSTRAR

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa koperasi adalah merupakan
salah satu jenis usaha vang scsuai dengan watak dan sifat bangsa Indonesia,
sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yaitu Perekonomian
nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas kebersamaan, cfesiens,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi.

Berdasarkan kelebihan, cinl khas, dan sifat vang dipunyat oleh koperasi
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 diatas tadi, maka Koperas)
diterima dan berkembang dimasyarakat Indonesia, Keberhasilan satu koperas
dapat dinilai dari mampu atau tidaknya koperasi itu mensejahterakan angeotanya
melalul kegiatan-kegiatan vang dilakukan serta dari kebijaksanaan-kebijaksanaan
vang dikeluarkan oleh pengurus koperas: tersebut, salah satu contohnva adalah
“Koperasi Karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar.

PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar sebagi salah satu BUMN vang bergerak di
bidang ketenagalistrikkan di Indonesia mempunyar banyak stal dan karyawan,
Para staf dan karvawannya tersebut harus diperhatiakan secara seksama
kesejahteraanya dan keluarganya oleh PT. PLN karena akan mempengaruh
produktifitas dan semangat kerjanya, maka dibentuklah Koperasi Karyawan Lisna
guna merealisasikan tujuan tersebut.

Dalam  hal ini penulis merasa tertartk  untuk  menelitinya  dan
menuangkannya dalam bentuk skripsi vang berjudul “Peranan Koperasi Karyawan
Lisna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai PT. PLN (Persero) Wil
Sumbar Penulisan skripst 11 menggunakan metode pendekatan masalah yang
bersifat yuridis sosiologis vaitu dengan menggunakan data-data primer yang
didapat dilapangan dan menyelaraskannyva dengan  ketentuan-ketentuan
Perkoperasian yang ada di Indonesia.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: adapun langkah-langkah Koperasi
Karyawan Lisna Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai PT. PLN (Persero)
Wil. Sumbar vaitu melalui pembentukkan berbagai jenis kegiatan usaha yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya antara lain; unit usaha
simpan pinjam, unit usaha toko, unit usaha apotik, unit usaha foto copy. unit
usaha bengkel, unit usaha jasa umum dan sekretariat,

Adapun kendala-kendala vang dihadapi oleh Koperasi Karyawan Lisna
PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar schingga sulit mengembangkan unit-unit
usahanya adalah seringnya terjadi mutasi (pindah tugas kedaerah lain) yang
dialami oleh pengurus koperasi, seringnya terjadi keterlambatan pengembalian
kredit (kredit macet), dan kurangnya permodalan vang dipunyai oleh Koperasi
Karyawan Lisna, serta kurangnya partisipasi (minat) anggota untuk
memantaatkan koperasi secaramaksimal.



BAB I N/ I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sebagaimana kita ketahui koperasi merupakan salah satu jenis usaha
yang sesuai dengan watak dan sifat bangsa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam
Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 | Berikut ini
bunyi Pasal 33 UUD 1945 :

I. Perckonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasal hyjat hidup

orang banvak dikuassai oleh negara.

Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasar negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnva untuk kemakmuran rakvat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas kebersamaan,
efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ckonomi.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenal pelaksanaan pasal im diatur dalam undang-
undang.
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Dari penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum prinsip
demokrasi ckonomi, dimana perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal ini sesual dengan asas koperasi. Jad
secara tegas pemerintah Indonesia telah mengganskan bahwa koperasi adalah
jenis usaha yvang cocok di Indonesia dan koperasi merupakan soko guru bag
perekonomian Indonesia,

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya dicantumkan hal vang pokok
saja mengenai perkoperasian, maka pemerintah memandang perlu untuk

mengadakan pengaturan koperast lebih lanjut dan lebih jelas dalam suatu



peraturan perudang-undangan, yang dewasa ini kita kenal dengan Undang-
Undang Nomor : 25 Tahun [992 Tentang Perkoperasian. Pasal | ayat (1) Undang-
Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tersebut menyatakan bahwa koperasi adalah
badan usaha vang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat vang berdasarkan atas asas kekelurgaan. Sedangkan
tyjuan koperasi menurut Pasal (3) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992
adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masvarakat
pada umumnya serta 1kut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Berdasarkan tujuan koperasi itulah
koperasi makin berkembang di seluruh wilayah negara indonesia. Dalam Pasal 4
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa fungsi dan peranan
koperasi adalah :

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonom

angpola pada khusunva dan masvarakat pada umumnyva untuk
memngkatkan kesejahteraan ekonom dan sosialnya.

manusia dan masyarakat. f

c. Memperkokoh perekonomian rakvat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagal soko
ourunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan kelebihan, ciri khas, dan sifat vang dipunyai oleh koperasi
sebagaimana disebutkan diatas tadi, maka koperasi diterima dan berkembang

dimasyarakat Indonesia, Keberhasilan satu koperasi dapat dinilai dari mampu atau
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BAB 1V

PENUTUP

Kesimpulan:

Dari hasil pembahasan permasalahan berdasarkan peneliian vang telah

dilakukan dapat disampaikan hal-hal sebag benkut

|

L2

Koperasi Karyawan Lisna PT. PLN (Persero) Wil. Sumbar scbagaimana
koperasi lainnya bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya.
Tujuan ini diwgjudkan oleh Koperasi Karvawan Lisna dengan jalan
mengadakan unil-unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan para
anggotanya seperti; unit usaha simpan pinjam, unit usaha toko , unit usaha
apotik, unit usaha foto copy, unit usaha bengkel, dan unit usaha jasa umum
dan sekretariat, Dan keseluruhan unit usaha vang ada pada Kopkar Lisna PT.
PLN (Persero) Wil. Sumbar yang lebih banvak memberikan kontnibusi atau
pemasukan berupa SHU kepada anggotanya adalah unit usaha simpan pinjam
dan unit usaha toko.

Adapun cara pembahagian SHU pada Koperasi Karvawan Lisna yaitu SHUJ
yang diperoleh terlebih dahulu dikurangi dengan biaya-biaya operasional |
kemudian pembahagian SHU ini juga dipengaruhi oleh jumlah modal dan
berapa besar jumlah transaksi yang diadakan anggota pada setiap unit
usahanva selain itu SHU itu dapat dilakukan dengan pemberian bingkisan
atau paket lebaran kepada anggota koperasi.

Kendala-kendala vang dihadapi oleh Koperasi Karyawan Lisna PT. PLN

(Persero) Wil. Sumbar sehingga sulit mengembangkan unit-unit usahanya
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